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ABSTRAK

Mohamad Rizqi Aulia. NIM: 2283130081. Efektivitas Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung
Kuda Dukupuntang, Cirebon, Prespektif UU No.32 Tahun 2009

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan instrumen penting
dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan ekosistem. Di
kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, masih ditemukan
berbagai pelanggaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan alih fungsi
lahan yang berdampak pada kerusakan lingkungan serta meningkatnya risiko
longsor. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan, penegakan
hukum, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, pelaksanaannya
dinilai belum optimal sehingga belum mampu mencegah dan menanggulangi
kerusakan lingkungan secara efektif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pelaksanaan
penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang, faktor-faktor yang memengaruhi
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009, serta bagaimana bentuk penegakan hukum lingkungan
hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan tersebut. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan
bersifat studi kasus melalui teknik wawancara, observasi lapangan, dan studi
dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan
hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda
Dukupuntang belum berjalan efektif. Penegakan hukum masih didominasi upaya
preventif dan administratif, sedangkan penerapan sanksi tegas terhadap
pelanggaran lingkungan masih terbatas. Hambatan utama meliputi lemahnya
pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur, rendahnya kesadaran hukum
pelaku usaha, serta kurang optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena
itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan pengawasan
terpadu, dan konsistensi penerapan sanksi hukum guna mewujudkan perlindungan
lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata kunci: penegakan hukum lingkungan; pemerintah daerah,; pertambangan,
Gunung Kuda; efektivitas hukum.



ABSTRACT

Mohamad Rizqi Aulia. NIM: 2283130081. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup oleh Pemerintah Daerah di Kawasan Gunung
Kuda Dukupuntang, Cirebon, Prespektif UU No.32 Tahun 2009

Environmental law enforcement is a crucial tool for preserving the
environment and ensuring the sustainability of ecosystems. In the Gunung Kuda
Dukupuntang area of Cirebon Regency, various environmental violations are still
being observed due to mining activities and land conversion, resulting in
environmental damage and an increased risk of landslides. Although Law Number
32 of 2009 grants local governments the authority to monitor, enforce the law, and
impose sanctions for environmental violations, its implementation is considered
suboptimal, thus preventing and effectively mitigating environmental damage.

The problem formulation in this study includes how the implementation
of environmental law enforcement by the Cirebon Regency Government in the
Gunung Kuda Dukupuntang area, factors that influence the effectiveness of
environmental law enforcement based on Law Number 32 of 2009, and what form
of environmental law enforcement is carried out by the local government in the
area. This study uses a qualitative approach with an empirical juridical research
type and is a case study through interview techniques, field observations, and
documentation studies.

The research results indicate that environmental law enforcement by the
Cirebon Regency Government in the Gunung Kuda Dukupuntang area has not been
effective. Law enforcement is still dominated by preventive and administrative
efforts, while the application of strict sanctions for environmental violations is still
limited. The main obstacles include weak supervision, limited apparatus resources,
low legal awareness among business actors, and suboptimal coordination between
relevant agencies. Therefore, strengthening the capacity of local governments,
improving integrated supervision, and consistent application of legal sanctions are
needed to achieve sustainable environmental protection.

Keywords: environmental law enforcement; local government; mining; Gunung
Kuda, legal effectiveness.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
= Sa $ es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
c Ha h ha (dir;%j:ht)itik di
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal d De
5 Zal z Zet (dengan titik di atas)
B) Ra r er
B) Zai z zet
o Sin S es
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> Syin sy es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (diI;%j:ht)itik di
b Ta t te (dengan titik di bawah)
b Za . zet (debziil;]h‘;ltlk di
¢ ‘ain ) koma terbalik (di atas)
¢ Gain g ge
< Fa f ef
Y Qaf q ki
4 Kaf k ka
J Lam 1 el
2 Mim m em
o Nun n en
9 Wau w we
A Ha h ha
s Hamzah ‘ apostrof
¢ Ya y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
- Kasrah 1 1
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2

Dammah

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan ya ai adanu
5 Fathah dan wau au adanu
Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1 | Kataba
2 | e fa'ala
3 e Suila
4 | &S Kaifa
5 | % haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab Nama Hur.u f Nama
Latin
) Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
9 Dammah dan wau a u dan garis di atas
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Contoh:

No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1| Jé Qala
2 & Rama
30| Qila
4 | Sk yagqiilu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

c. Kalau pada kata terakhir dengan fa’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
| IR VAN % 4 Raudat al-Atfal
2| Gyl Esadd Al-Madinah Al-
Munawwarah
3 | b Talhah
4 Y Karamah
5 L Fatimah
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5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1 ks mudarris
2 | pas mufassir
30|k Muhammad
4 (.J.M musallam
5 ] asy-Syams

B. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J,

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan
sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
Il ar-rajulu
2 e-w‘ al-qalamu
30| al-jalalu
4 | G ar-Rahman
5 S asy-Syams
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1. Hamzah

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku

Contoh:
No. | Tulisan Arab | Ditulis Secara Latin
1| sk ta’khuzu
2 i syai’'un
305D an-nau’u
4 | inna

C. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

No. | Tulisan Arab

Ditulis Secara Latin

L | @ s s a0y 5

Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin/

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

2| BLg 5 e gy

Bismillahi majreha wa mursaha

D. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:

No. | Tulisan Arab Ditulis Secara Latin
1| G o o dad Alhamdu lillahi rabbi al-"alamin /
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
2 | e oo Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-
rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak

dipergunakan.
Contoh:
No. | Tulisan Arab Ditulis Secara Latin
1| e 3 i Alladhu gafiirun rahim
2 | wa A5 &y Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru
jami an
E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional
setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini
menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai bagian dari
pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan kegiatan
pembangunan harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip
keberlanjutan guna mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup.!

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hak atas lingkungan hidup
bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga kewajiban negara untuk
menjamin dan mewujudkannya melalui kebijakan yang nyata. Oleh karena itu,
setiap kegiatan pembangunan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan agar
tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Untuk melaksanakan hal tersebut, pemerintah menetapkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum utama. Undang-undang ini mengatur
instrumen penegakan hukum seperti perizinan, AMDAL, pengawasan, serta
sanksi administratif, perdata, dan pidana.’

Namun, meskipun aturan sudah jelas, pelaksanaan penegakan hukum
lingkungan di daerah masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi BPHN tahun
2023, pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah masih lemah karena

keterbatasan sumber daya, kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi.>

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

? Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.



Secara ideal (das sollen), pemerintah daerah memiliki kewenangan
dalam penegakan hukum lingkungan sesuai dengan prinsip desentralisasi
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan tersebut meliputi
pengawasan kegiatan usaha, pemberian izin, serta penegakan sanksi terhadap
pelanggaran lingkungan.*

Namun demikian, dalam kenyataannya (das sein), implementasi
penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan sering kali tidak berjalan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu contoh konkret dapat
ditemukan di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten
Cirebon. Pada tanggal 30 Mei 2025, terjadi peristiwa longsor di area
pertambangan galian C yang mengakibatkan 10 orang pekerja tambang
meninggal dunia serta beberapa lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa
tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan
kerusakan lingkungan yang cukup serius, terutama pada struktur lereng dan
ekosistem di sekitar kawasan tambang.’

Peristiwa longsor tersebut diduga berkaitan dengan lemahnya
pengawasan terhadap aktivitas pertambangan serta rendahnya tingkat
kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban lingkungan. Beberapa indikasi
pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak dilaksanakannya reklamasi
pascatambang secara optimal, kemiringan lereng tambang yang tidak sesuai
dengan standar teknis keselamatan, serta minimnya vegetasi penahan tanah
yang berfungsi untuk mencegah erosi dan longsor.’ Kondisi ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan kewajiban lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan belum dijalankan secara maksimal oleh pelaku usaha.

Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Kabupaten Cirebon dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah

penanganan dengan memberikan teguran serta mendorong perusahaan

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Longsor Tambang Gunung Kuda
Cirebon, 10 Orang Meninggal Dunia.” 30 Mei 2025.

¢ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Pedoman Reklamasi
dan Pascatambang (Jakarta, 2023).



tambang untuk segera melakukan pemulihan dan rehabilitasi lahan yang
terdampak. Namun demikian, upaya tersebut dinilai masih bersifat reaktif dan
belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penegakan hukum lingkungan
yang bersifat preventif dan berkelanjutan.’

Selain itu, kondisi lingkungan di kawasan Gunung Kuda juga
menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana longsor.
Berdasarkan hasil kajian teknis dan pemberitaan media, kawasan tersebut
memiliki karakteristik geologi yang labil, diperparah oleh aktivitas
pertambangan yang tidak terkendali serta pengelolaan lahan yang tidak sesuai
dengan kaidah lingkungan. Minimnya vegetasi penutup lahan serta perubahan
struktur tanah akibat aktivitas galian menyebabkan kawasan tersebut menjadi
semakin rentan terhadap longsor dan erosi.®

Kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat sekitar juga menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut.
Koordinasi yang belum optimal dalam pengawasan serta lemahnya penegakan
sanksi terhadap pelanggaran lingkungan menyebabkan berbagai ketentuan
hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak berjalan
secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan
hidup di tingkat daerah masih menghadapi tantangan struktural dan kultural
yang cukup kompleks.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah,
khususnya dalam konteks pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap
kegiatan pertambangan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa
kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga

mampu memberikan perlindungan nyata terhadap keberlanjutan lingkungan

7 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Laporan Penanganan Kerusakan
Lingkungan Kawasan Gunung Kuda (2025).

8 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kajian Kerentanan
Gerakan Tanah Wilayah Jawa Barat (2023).



hidup serta menjamin keselamatan masyarakat di sekitar kawasan
pertambangan.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan di
lapangan menciptakan tantangan serius bagi penegakan hukum tata negara,
khususnya dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup. Secara normatif,
sistem hukum Indonesia telah menempatkan perlindungan lingkungan hidup
sebagai kewajiban negara sekaligus sebagai hak konstitusional warga negara.
Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan implementasinya oleh
pemerintah daerah dan pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan adanya
kelemahan struktural, terutama dalam aspek koordinasi antarinstansi serta
rendahnya efektivitas mekanisme pengawasan yang seharusnya menjamin
kepatuhan terhadap ketentuan hukum lingkungan.’

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis
dalam menjalankan fungsi pengawasan, penindakan, dan pembinaan terhadap
kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Kewenangan
tersebut seharusnya dilaksanakan secara tegas dan konsisten berdasarkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), seperti
akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.'® Namun demikian, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga membawa perubahan
dalam sistem perizinan dan pengawasan lingkungan yang cenderung lebih
terpusat pada pemerintah pusat. Perubahan ini berimplikasi pada berkurangnya
peran pemerintah daerah serta potensi melemahnya pengawasan di tingkat
lokal.!" Namun, pembahasan ini hanya menjadi pelengkap, karena fokus utama
tetap pada penegakan hukum lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2009.

® A. Qasthary, A. Rivaldi, F. Abdullah, dan I. T. Rahkmi, “Problematika Hukum Dalam
Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan,” MIKHAYLA: Journal of Advanced Research 2,
no. 2 (2025): 129-137.

10 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches, ed. ke-4 (California: Sage, 2014), 190.

! Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini
berdampak pada melemahnya pengawasan lingkungan. Penelitian Ferliana
Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani (2024) menyebutkan bahwa
penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri menyebabkan
berkurangnya kontrol publik dan pengawasan administratif. Padahal
sebelumnya, izin lingkungan berfungsi sebagai alat preventif untuk menilai
kelayakan usaha. Akibatnya, potensi pelanggaran lingkungan menjadi lebih
besar jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang kuat.'?

Kondisi tersebut sejalan dengan fenomena yang terjadi di kawasan
Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang
menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
hidup dapat berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan
keselamatan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan efektivitas
penegakan hukum lingkungan hidup tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga
memiliki implikasi nyata di lapangan.'®

Urgensi penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa penegakan
hukum lingkungan hidup yang tidak efektif dapat menimbulkan dampak
multidimensional, baik dari aspek ekologis, sosial, maupun hukum. Dari sisi
ekologis, lemahnya penegakan hukum berpotensi mempercepat terjadinya
degradasi lingkungan, seperti kerusakan lahan, pencemaran air, serta
menurunnya kualitas ekosistem. Kondisi tersebut tidak hanya mengancam
keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya bencana
alam, seperti longsor dan banjir.

Dari sisi hukum tata negara, ketidakoptimalan pemerintah daerah
dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan mencerminkan belum

terlaksananya prinsip negara hukum (rechtsstaat) secara efektif, khususnya

12 Ferliana Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani, “Problematika Penghapusan Izin
Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” 2024

13 F. Fatoni, Tinjauan Yuridis atas Penutupan Pertambangan Batu Gunung Kuda di
Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Skripsi, S1 Hukum Tata Negara Islam UIN SSC,
2026).



dalam menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara. Sementara itu,
dari aspek sosial, lemahnya penegakan hukum lingkungan dapat menimbulkan
penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang berpotensi
memicu konflik sosial serta menurunkan tingkat partisipasi publik dalam
pengelolaan lingkungan hidup.'*

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan
penegakan hukum lingkungan, faktor yang memengaruhi efektivitas, dan
bentuk penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Secara akademik, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian
hukum tata negara dan hukum lingkungan, khususnya terkait hubungan antara
kewenangan pemerintah daerah dan tanggung jawab ekologis. Secara praktis,
hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan penegakan

hukum lingkungan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

B. Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan
diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan
masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk
memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga
pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai.
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka,
identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Masih terjadi kerusakan lingkungan hidup di kawasan Gunung Kuda
Dukuh Puntang, Cirebon, meskipun telah ada pengaturan dalam UU
No. 32 Tahun 2009.

14 R. S. Tarigan, Konstitusi dan Kekuasaan: Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara
(Ruang Karya Bersama, 2024).



b. Peran pemerintah daerah dalam pengawasan, penegakan hukum, dan
pelaksanaan reklamasi dinilai belum optimal, sehingga menimbulkan
dampak ekologis dan sosial.

C. Terdapat indikasi lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah,
pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan
di kawasan Gunung Kuda.

2. Pembatasan Masalah
Agar penelitian lebih terarah, ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

a. Fokus pada efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda
Dukuh Puntang.

b. Tinjauan dilakukan berdasarkan kerangka Hukum Tata Negara
terhadap pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009.

c. Penelitian tidak membahas aspek teknis pertambangan, aspek
ekonomi perusahaan tambang, atau pengelolaan lingkungan di luar
kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang.

3. Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah
dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam
bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda
Dukuh Puntang?

b. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas penegakan
hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah terkait UU No. 32
Tahun 2009?

c. Bagaimana bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang
dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Dukuh

Puntang, Cirebon ?



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui
pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung
Kuda Duku Puntang

2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor apa saja yang memengaruhi
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah
terkait UU No. 32 Tahun 2009.

3. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang
dilakukan oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda Duku Puntang

Cirebon

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik
secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini meliputi hal-hal berikut:
1. Manfaat Teoretis
a. Memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan kajian Hukum Tata
Negara, khususnya terkait penegakan hukum lingkungan hidup di
tingkat daerah.
b. Menambah referensi akademis tentang implementasi UU No. 32 Tahun
2009.
c. Menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada studi
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup dan desentralisasi

pemerintahan.



2. Manfaat Praktis
a. Memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
dalam memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum

lingkungan.

b. Memberikan informasi bagi masyarakat dan organisasi lingkungan
untuk meningkatkan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian
kawasan Gunung Kuda Dukuh Puntang.

c. Menjadi rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi terkait
sinkronisasi kewenangan daerah dan pusat dalam penegakan hukum

lingkungan hidup.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam
penelitian ilmiah karena berfungsi untuk memetakan posisi penelitian dalam
perkembangan kajian yang relevan. Melalui kajian ini, penulis dapat
memahami arah penelitian sebelumnya, baik dari segi fokus kajian, metode
yang digunakan, maupun temuan yang dihasilkan, sekaligus mengidentifikasi
celah penelitian (research gap) yang masih terbuka. Dengan demikian, kajian
penelitian terdahulu tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam
menegaskan kontribusi dan kebaruan penelitian yang dilakukan.

Dalam konteks hukum lingkungan, khususnya terkait penegakan
hukum oleh pemerintah daerah, terdapat berbagai penelitian yang telah
dilakukan dengan beragam pendekatan dan fokus kajian. Oleh karena itu,
penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan untuk melihat
persamaan, perbedaan, serta posisi penelitian ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ferliana Citra Prastiwi Putri dan
Anita Zulfiani (2024) yang mengkaji problematika penghapusan izin
lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
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pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penghapusan izin lingkungan sebagai instrumen tersendiri berdampak
pada melemahnya kontrol administratif serta berkurangnya partisipasi publik
dalam pengawasan lingkungan hidup. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis terletak pada kajian mengenai efektivitas penegakan
hukum lingkungan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada
aspek perubahan regulasi, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi
penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat daerah. Kebaruan penelitian
ini terletak pada pendekatan empiris dengan studi kasus di kawasan Gunung
Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. !>

Penelitian kedua dilakukan oleh Y. Adharani (2020) yang membahas
penaatan dan penegakan hukum lingkungan dalam pembangunan
infrastruktur melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan
adanya ketidaksesuaian antara dokumen lingkungan dengan praktik di
lapangan, yang menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada kajian
kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Akan tetapi, perbedaannya terletak
pada objek penelitian, di mana penelitian tersebut berfokus pada sektor
infrastruktur, sedangkan penelitian ini berfokus pada aktivitas pertambangan.
Kebaruan penelitian ini adalah analisis yang lebih spesifik terhadap
penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan di tingkat daerah.'®

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fitri Afra (2023) yang mengkaji
efektivitas penegakan hukum lingkungan administratif di daerah dengan
menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan sanksi administratif belum berjalan optimal akibat lemahnya
pengawasan dan implementasi kebijakan. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji efektivitas penegakan hukum

lingkungan. Namun, penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan

15 Ferliana Citra Prastiwi Putri dan Anita Zulfiani, “Problematika Penghapusan Izin
Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” 2024.

16Y. Adharani, “Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Pembangunan
Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” 2020.
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empiris, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang mengkombinasikan
analisis normatif dan empiris. Kebaruan penelitian ini terletak pada
penggunaan studi lapangan sebagai basis analisis efektivitas hukum.!”

Penelitian keempat dilakukan oleh Shifa Nurfauziah (2022) yang
mengkaji dampak aktivitas pertambangan Gunung Kuda terhadap kondisi
sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui
observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas
pertambangan berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan
masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada
lokasi penelitian yang sama, yaitu kawasan Gunung Kuda. Namun,
perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut lebih
menitikberatkan pada aspek sosial, sedangkan penelitian ini berfokus pada
aspek hukum dan efektivitas penegakan hukum lingkungan. Kebaruan
penelitian ini adalah analisis dari perspektif hukum tata negara terhadap
fenomena yang terjadi di kawasan tersebut.'®

Penelitian kelima dilakukan oleh Bagus Akbar (2023) yang
membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam sektor
pertambangan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan koordinasi
antarinstansi menjadi faktor utama dalam tidak optimalnya penegakan hukum
lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada
kesamaan sektor kajian, yaitu pertambangan. Namun, penelitian tersebut
memiliki cakupan yang lebih luas secara nasional, sedangkan penelitian ini
lebih spesifik pada wilayah Kabupaten Cirebon. Kebaruan penelitian ini
terletak pada fokus lokal dan analisis mendalam terhadap peran pemerintah

daerah.!’

7Fitri Afra, “Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Daerah,” 2023.

18 Shifa Nurfauziah, Dampak Aktivitas Pertambangan Gunung Kuda (Skripsi, Universitas
Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022).

19 Akbar, Bagus. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Industri Pertambangan.” 2023.
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Penelitian keenam dilakukan oleh Andreas Aditya R (2016) yang
mengkaji implementasi izin lingkungan di Kota Surakarta dengan metode
yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap izin
lingkungan belum berjalan optimal. Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis adalah penggunaan pendekatan empiris. Namun, penelitian
tersebut lebih berfokus pada aspek perizinan, sedangkan penelitian ini
membahas efektivitas penegakan hukum lingkungan secara lebih luas.
Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pengawasan,
penindakan, dan efektivitas hukum lingkungan.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Linda Sari (2021) yang mengkaji
efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam penanganan
tambang ilegal. Penelitian ini menggunakan metode empiris dan
menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum disebabkan oleh
keterbatasan aparat dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai dasar analisis. Namun, penelitian
tersebut berfokus pada tambang ilegal, sedangkan penelitian ini mengkaji
aktivitas pertambangan yang memiliki izin tetapi bermasalah dalam
implementasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap
efektivitas pengawasan terhadap aktivitas tambang legal.?!

Selain penelitian empiris, terdapat pula kajian teoretis yang relevan,
seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Akib (2019) yang menyatakan
bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh faktor
kelembagaan, aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan konsep

efektivitas hukum lingkungan. Namun, penelitian tersebut bersifat

20Andreas Aditya R, “Implementasi Izin Lingkungan di Kota Surakarta,” 2016..
2l Linda Sari, Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta: Universitas Indonesia, 2021).
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konseptual, sedangkan penelitian ini menguji teori tersebut dalam praktik di
lapangan.?

Selanjutnya, Soerjono Soekanto (2019) menjelaskan bahwa
efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu
hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat,
dan budaya hukum. Teori ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini
untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum lingkungan di tingkat
daerah. Perbedaannya terletak pada penerapan teori tersebut yang secara
spesifik dikaji dalam konteks lingkungan hidup.?

Takdir Rahmadi (2020) juga menyatakan bahwa penegakan hukum
lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek
regulasi maupun implementasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian
penulis terletak pada objek kajian hukum lingkungan. Namun, penelitian
tersebut bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik dan
kontekstual. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap
efektivitas penegakan hukum oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung
Kuda, Kecamatan Dukupuntang.?*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek normatif, kepatuhan
izin lingkungan, atau dampak sosial pertambangan. Belum terdapat penelitian
yang secara khusus mengkaji efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup
oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang,
Kabupaten Cirebon dalam perspektif hukum tata negara. Oleh karena itu,
penelitian ini memiliki kebaruan dalam aspek lokasi penelitian, pendekatan
yuridis empiris, serta fokus analisis terhadap efektivitas penegakan hukum

lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.

22 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Nasional, (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2019).

2 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2019).

2020).

24 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
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F. Kerangka Pemikiran

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari rendahnya
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah,
khususnya di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten
Cirebon. Permasalahan ini tidak hanya bersifat umum, tetapi tercermin secara
konkret dari masih terjadinya aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak
lingkungan, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya penerapan sanksi
terhadap pelanggaran lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
persoalan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh
pemerintah daerah.?

Secara normatif (das sollen), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa
pemerintah, termasuk pemerintah daerah, memiliki kewajiban untuk
melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap kegiatan yang
berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketentuan tersebut diperkuat
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan
lingkungan hidup, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja yang mengatur penyederhanaan perizinan berbasis risiko dalam kegiatan
usaha.?®

Namun demikian, dalam kenyataannya (das sein), implementasi
penegakan hukum lingkungan di kawasan Gunung Kuda menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif tersebut. Hal ini terlihat dari masih
terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, lemahnya

pengawasan terhadap pelaku usaha, serta terbatasnya penerapan sanksi yang

3 D. A. Fauzia, “Dampak Pencemaran Limbah Batu Alam di Desa Bobos Kabupaten
Cirebon terhadap Lingkungan Sekitar dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari Perda Kabupaten
Cirebon Nomor 6 Tahun 2016,” Jurnal Tana Mana 6, no. 1 (2025): 439-448.

26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
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tegas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum
dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.?’

Dalam perspektif hukum tata negara, efektivitas penegakan hukum
lingkungan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itu,
penelitian ini menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto
sebagai teori utama, yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum
dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: (1) substansi hukum, (2) aparat penegak
hukum, (3) sarana dan prasarana, (4) masyarakat, dan (5) budaya hukum. Teori
ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor tersebut
memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di tingkat
daerah.?®

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Desentralisasi dan
Otonomi Daerah sebagai teori pendukung, yang menekankan bahwa
kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan,
termasuk di bidang lingkungan hidup, merupakan bagian dari pelaksanaan
prinsip otonomi daerah. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana
kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik serta bagaimana hubungan
antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi efektivitas penegakan

hukum lingkungan hidup.?’

Berdasarkan hubungan antara permasalahan konkret, dasar normatif;
serta teori yang digunakan, maka arah analisis dalam penelitian ini difokuskan
pada tiga aspek utama. Pertama, menganalisis pelaksanaan penegakan hukum
lingkungan hidup oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon di kawasan

Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, yang meliputi pengawasan,

27 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Status Lingkungan
Hidup Indonesia 2023 (Jakarta: KLHK, 2023), hIm. 112—-115.

28 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019), hlm. 8-10.

2 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2020), hlm. 145-147.
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penindakan, dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan. Kedua,
menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum
lingkungan hidup, dengan menggunakan kerangka Teori Penegakan Hukum
Soerjono Soekanto. Ketiga, mengkaji bentuk-bentuk penegakan hukum
lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk
sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini
menunjukkan hubungan yang sistematis antara norma hukum (das sollen),
realitas empiris (das sein), serta analisis teoritis yang digunakan untuk
menjelaskan permasalahan penelitian. Kerangka ini menjadi dasar dalam
mengarahkan proses analisis sehingga sesuai dengan rumusan masalah yang
telah ditetapkan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, kerangka
pemikiran ini selanjutnya divisualisasikan dalam bentuk bagan alur yang
menunjukkan hubungan antara permasalahan penelitian, dasar normatif, teori

yang digunakan, serta arah analisis dalam penelitian ini.

Permasalahan:

. Teori: Teori penegakan
Rendahnya evektivitas penegakan Landasan hukum: UU No.32 hukum (soerjono soekanto)
:

hukum lingkungan hidup oleh Tahun 2009. Prinsip hukum v [

pemda di kawasan gunung kuda it e G OoneT ! ;
dukuh puntang, cirebon. g daerah otonomi daerah.

. . Objek kajian: Peran dan
Tujuan: Menilai efektivitas evektivitas pemerintah

_ penegakan hukum daerah Cirebon dalam
lingkungan dan menawarkan penegakan hukum
strategi peningkatan berbasis lingkungan hidup

ukum tata negara

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
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G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian disusun secara sistematis
untuk memperoleh data yang relevan serta mendukung analisis terhadap
permasalahan yang dikaji. Metode penelitian digunakan sebagai pedoman
dalam menentukan langkah-langkah penelitian agar berjalan secara terarah,
objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

Adapun komponen metode penelitian dalam penelitian ini meliputi:
(1) pendekatan penelitian, (2) jenis penelitian, (3) sumber data, (4) teknik
pengumpulan data, dan (5) teknik analisis data. Setiap komponen tersebut
dipilih dan disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian antara rumusan
masalah, tujuan penelitian, serta karakteristik objek yang diteliti.

Dengan demikian, penggunaan metode penelitian ini diharapkan
dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di
kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum
secara mendalam melalui data deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji
efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam
konteks implementasi peraturan perundang-undangan di lapangan.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif didukung oleh pendekatan
hukum sosiologis (empiris) dan pendekatan perundang-undangan (statute
approach). Pendekatan hukum sosiologis digunakan untuk menganalisis
bagaimana hukum lingkungan hidup diterapkan dalam praktik, khususnya melalui
interaksi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan
masyarakat di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten

Cirebon.
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Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk
mengkaji dan menganalisis kesesuaian antara praktik penegakan hukum lingkungan
hidup di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup serta peraturan terkait lainnya. Dengan demikian, pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan aspek normatif dan empiris dalam

satu kesatuan analisis

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
yuridis empiris yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian yuridis empiris
merupakan penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan
bekerja dalam masyarakat, khususnya dalam konteks penegakan hukum lingkungan
hidup oleh pemerintah daerah.

Sifat  deskriptif-analitis dalam penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan penegakan
hukum lingkungan hidup di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang,
Kabupaten Cirebon, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus, yaitu dengan memusatkan
perhatian pada satu objek tertentu, yakni kawasan Gunung Kuda, Kecamatan
Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Pemilihan studi kasus ini didasarkan pada
adanya permasalahan konkret terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan
hidup yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga dapat memberikan gambaran yang
lebih mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder

yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap efektivitas penegakan hukum

lingkungan hidup oleh pemerintah daerah.
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a. Sumber Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
melalui interaksi dengan subjek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan
permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

1) Pejabat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, khususnya
yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidang pengawasan,
penegakan hukum, dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

2) Masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan di
kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon,
terutama yang mengalami dampak lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

3) Tokoh masyarakat setempat, seperti kepala desa, perangkat desa, atau tokoh
adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait kondisi lingkungan
serta interaksi antara masyarakat dan aktivitas pertambangan di wilayah
tersebut.

b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan hukum dan
dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam
penelitian ini terdiri atas:
1. Bahan hukum primer, yang meliputi:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
¢) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
e) Peraturan pelaksana di bidang lingkungan hidup, seperti peraturan
pemerintah dan peraturan menteri terkait pengawasan dan

penegakan hukum lingkungan.
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2. Bahan hukum sekunder, yang meliputi:
a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum lingkungan hidup dan hukum
tata negara,
b) Jurnal ilmiah yang membahas penegakan hukum lingkungan hidup;
c) Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
3. Dokumen resmi dan data pendukung, yang meliputi:
a) Laporan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
b) Data pelanggaran lingkungan hidup serta jenis sanksi yang diberikan;
c) Berita acara pemeriksaan, laporan hasil pengawasan, atau dokumen
administratif terkait kegiatan pertambangan di kawasan Gunung
Kuda;
d) Publikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) yang berkaitan dengan kondisi lingkungan hidup dan
kebijakan penegakan hukum lingkungan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian
untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi, yang digunakan secara terpadu untuk memperoleh
data mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah
daerah di kawasan Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon.*
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi dilakukan secara langsung di kawasan Gunung Kuda,
Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon pada saat penelitian
berlangsung. Observasi ini difokuskan pada kondisi nyata di lapangan,

meliputi:

30 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 145.
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1) kondisi fisik lingkungan di area pertambangan, seperti perubahan
struktur tanah dan potensi kerusakan lingkungan;

2) aktivitas pertambangan yang berlangsung di lokasi penelitian;

3) bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap
kegiatan pertambangan.

Melalui observasi ini, peneliti memperoleh data faktual mengenai
kondisi lingkungan serta pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas yang
berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.

b. Wawancara
Wawancara dilakukan menggunakan metode semi-terstruktur, yaitu
dengan menyiapkan pedoman pertanyaan yang bersifat terbuka agar
memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam.>!
Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki
keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu:

1) pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang menangani
pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup;

2) aparat penegak hukum, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup, serta
kepolisian;

3) masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan di kawasan
Gunung Kuda;

4) tokoh masyarakat setempat.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup, kendala yang dihadapi, serta
efektivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah.

31 John W. Creswell, Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches, 4th ed. (California: Sage, 2014), hlm. 190.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah
dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1) peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
2) laporan pengawasan dan penegakan hukum dari Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cirebon;
3) data pelanggaran lingkungan hidup dan jenis sanksi yang diberikan;
4) berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pengawasan;
5) publikasi resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK).
Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung

untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.>?

S. Teknik Analisis Data

Analisis  data  merupakan  proses  mengatur  urutan  data,
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan kesimpulan penelitian.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
kualitatif. Melalui analisis deskriptif ini, data yang diperoleh dapat disajikan secara
lebih sistematis, ringkas, dan mudah dipahami sehingga mampu memberikan
gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.*’

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses
pengumpulan data berlangsung hingga setelah seluruh data terkumpul dalam periode
tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi beberapa tahapan sebagai

berikut:*

32 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2018), hlm. 280.

33 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta: Bumi
Aksara, 2013), him. 86.

34 Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldafia, Qualitative Data
Analysis: A Methods Sourcebook, edisi ke-3 (California: Sage Publications, 2014), him. 12—14.
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Priode pengumpulan data

Tahap pertama adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh
peneliti sebelum penelitian, pada saat penelitian berlangsung, dan setelah
penelitian selesai. Pada tahap awal, peneliti melakukan studi pendahuluan
untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kawasan Gunung Kuda
Dukupuntang Cirebon. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data
melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan
pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola
dari data yang diperoleh. ** Tujuan dari reduksi data adalah untuk
menyederhanakan data yang telah dikumpulkan sehingga lebih mudah
dianalisis.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan
merangkum data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan pihak
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, pemerintah daerah, serta
masyarakat sekitar kawasan Gunung Kuda. Data yang relevan dengan
penelitian kemudian difokuskan pada aspek efektivitas penegakan hukum
lingkungan hidup, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penyajian data (Display data)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data.

Penyajian data dalam penelitian kualitatif umumnya dilakukan dalam bentuk

teks naratif yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami.*®

35 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta,

2022), hlm. 338.

36 F. Nurrisa dan D. Hermina, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan,

dan Analisis Data,” Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran 2, no. 3 (2025): 793-800.
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Dalam penelitian ini, data yang telah dirangkum kemudian disajikan
dalam bentuk uraian naratif yang menjelaskan mengenai pelaksanaan
penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah di kawasan
Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon, termasuk bentuk pengawasan, tindakan
penegakan hukum, serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan dan
masyarakat sekitar.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi. Kesimpulan yang dihasilkan harus didukung oleh bukti-bukti yang
valid yang diperoleh selama penelitian berlangsung.®’

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan
menganalisis seluruh data yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan
masalah penelitian, yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan
hidup oleh pemerintah daerah di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Cirebon
serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya berdasarkan perspektif
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Dengan demikian, teknik analisis data ini digunakan untuk
menentukan data akhir dari seluruh proses penelitian sehingga permasalahan
yang diteliti dapat dijawab secara sistematis dan sesuai dengan data yang
diperoleh di lapangan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif
deskriptif, dengan cara mengorganisasi data hasil wawancara dan dokumen
untuk ditafsirkan serta dihubungkan dengan teori-teori hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini bertujuan menggambarkan
secara sistematis efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup di daerah

penelitian.

37'W. Yuliani, “Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dalam Perspektif Bimbingan dan
Konseling,” QUANTA: Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 2, no. 2 (2018): 83-91.
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H. Sistematika Penulisan Skripsi
Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling
berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai

berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik
metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan
skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan

arah dari penelitian yang dilakukan.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.
Di dalamnya mencakup konsep negara hukum lingkungan hidup, konsep
kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan lingkungan hidup, teori
penegakan hukum menurut soerjono soekanto, dan teori desentralisasi dan atonomi

daerah.

BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian di Kawasan Gunung Kuda
DukuPuntang, Kabupaten Cirebon
Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai latar belakang historis

kawasan, kondisi geografis, dan struktur kelembagaan pemerintah daerah.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat pelaksanaan penegakan
hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah kebupaten cirebon di kawasan
gunung kuda dukupuntang, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah terkait undang-undang
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nomor 32 tahun 2009, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan

aktivitas pertambangan.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh
rangkaian pembahasan dalam skripsi.
Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik
berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan

gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran
Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil
wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya

yang relevan dengan isi skripsi.
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